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[image: image1.jpg]‘Perusahaan yang Lalai Didenda

BANGGAI- Dinas Bina-
marga dan Pengairan (Bimair)
Kabupaten Banggai menge-
nakan denda terhadap sejumlah
perusahaan yang dinilai tidak
menyelesaikan pekerjaan tepat
waktu. Denda yang ditetapkan
Dinas Bimair sesuai ketentuan
yang berlaku yakni sebesar
seperseribu dari nilai proyek pada
2011 lalu.

Denda dari  kelalaian
perusahaan dalam menyelesaikan
pekerjaannya 2011 lalu,
diperkirakan mencapai Rp100
juta lebih atau mengalami

penurunan dari tahun 2010 lalu.
“Kalau2010 lalu denda terhadap
perusahaan dan sisa tender
proyek mencapai Rp2 miliar
lebih,” terang Kadis' Bimair
Kabupaten Banggai, Ir H Andi
Djalaludin, MM, Minggu (19/2).

Untuk denda terhadap
perusahaan yang lalu
menyelesaikan pekerjaan tepat
waktu mencapai Rp200 juta
lebih. Adanya penurunan nilai
denda, disebabkan kesadaran
perusahaan dalam mematuhi
ketentuan yang berlaku mulai
meningkat. Bagaimana pun juga

“yang dikenakan denda atas

kelalaian itu adalah perusahaan
itu sendiri.

Diakuinya, denda yang
dikenakan terhadap perusahaan
yang tidak mematuhi kontrak
kerja relatif menurun, tetapi ada
perusahaan yang terpaksa tidak
dibayarkan pekerjaannya secara
keseluruhan. Penyebabnya,
adalah pekerjaannya tidak dapat
diselesaikan tepat pada waktunya
hingga batas waktu Desember
2011 lalu.

Djalal tidak menyebutkan
nama perusahaannya, tetapi jenis

pekerjaannya adalah pe-
meliharaan jalan di Kecamatan
Balantak. Pihaknya hanya
membayarkan berdasarkan hasil
persentasi pekerjaannya yang
hanya mencapai sekitar 97
persen. Tiga persen sisa
anggaran dati pekerjaan
pemeliharaan jalan itu menjadi
silpa.

Meskipun begitu kata Djalal,
perusahaan itu tetap me-
nyelesaikan pekerjaannya
hingga selesai. Itu dilakukan
perusahaan untuk menghindari
sanksi yang lebih berat yakni

black list (daftar hitam)
perusahaan. Ini  sudah
konsekuensi terhadap pe-
rusahaan yang lalai terhadap
tanggungjawabnya.

Juga dikatakan, untuk
mengungkap adanya pekerjaan
asal jadi yang dilakukan
perusahaan, pihaknya menantang
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Perwakilan Palu untuk
memeriksa seluruh pekerjaan
hingga jenis pekerjaan yang kecil.
Ini perlu dilakukan agar
pengusaha tidak seenaknya
melaksanakan pekerjaan. (rd)










